LI PERPUSTAKARN |
UNISHUR HAKASSAR

ANALISA LOKASI PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM
KAWASAN HUTAN BERDASARKAN PETA INDIKATIF DENGAN
PETA HASIL TATA BATAS KAWASAN HUTAN
DI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ADRIAN HARIYADI
105951107518

S AWMR,

OSBMHLT /25 ¢p |;;

— —|

PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2022




ANALISA LOKASI PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH
DALAM KAWASAN HUTAN BERDASARKAN PETA
INDIKATIF DENGAN PETA HASIL TATA BATAS KAWASAN
HUTAN DI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN
MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN

PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2022




HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisa Lokasi Penyelesaian Penguasaan Tanah
Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Peta Indikatif
Dengan Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan di
Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros Provinsi
Sulawesi Selatan

Ny
\\\\‘hnni/

Al\ ‘2’ ‘J/ ,I.(V

\

s "")iv‘ /
’ _:“‘ o® /// "',‘ =k {

i Kehutanan,

Dr. Ir. Agr.ll Khaerivah, M.Pd. Dr. Ir. Hikmah, S.Hut.. M.Si., IPM
NIDN.0926036803 NIDN.OOL1077101

il




PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul ¢ Analisa Lokasi Penyelesaian Penguasaan Tanah
Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Peta Indikatf
Dengan Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan di
Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros Provinsi
Sulawesi Selatan

Tanggal Lulus : 27 Agustus 2022

m




PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya vang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Adrian Hanyadi
NIM . 105951107518
Program Studi . Kehutanan

Judul

karya sendiri
sebagai hasil 3
) ’ )(’.‘ v,/' s Y;iﬁ
Prry, U NS
N 100520 N
maka saya bersedia , w)a* ;‘{// ”!!!\‘\\&“
- ‘ ‘l'

o, =<\ @

“RrannoR

Adrian Hariyadi




@Hak Cipta Milik Unismuh Makassar, Tahun 2022
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencontumkan atau menyebutkan
sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan penelitian, penulisan karya Imiah,

penyusunan laparan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b, Pengutipan tidak merugikan .Eepghtfng ;ﬂwrs&as_:Muhammadfyah Makassar.

2. Dilarang mengumumbkan dan m / stau seluruh karya tulls dalam bentuk




ABSTRAK

Abstrak, Adrian Hariyvadi, NIM. 105951107518, Analisis Lokasi Penyelesaian
Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Peta Indikatif dengan Peta
Hasil Tata Batas Kawasan Hutan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros
Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar, Dibawah bimbingan Sultan dan
Hasanuddin Molo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mengidentifikasi faktor-faktor yang

mempengaruhi perubahan lokasi PF a Peta Indikauf dengan Peta Hasil
Tata Batas TORA pada Kecamatan abupaten Maros dan Mengetahui
Arahan serta tindak lanjut ha atasy pada lokast PPTKH pada
Kecamatan Tompobulu Kabupai anfaamnya pada masyarakat.

Sasaran penelitian adals
kecamatan Tem pob

kepemilikan ma
2. Arahan dan t
dikeluarkan dan ks al apat persetujuan perubahan
batas oleh Menten nghmgan Hulup dan Kchutanan adalah lokasi tersebut perlu
diusulkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapatkan
perubahan batas dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menten Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomaor 7 Tahun 2021.

Kata kunci: Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Penvelesaian Penguasaan Tanah dalam
Kawasan Huwan (FPTKH), Tata Batas Kawasan Hutan,
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L PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tanggal 6

September 2017 tentang Penvelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan

voodh

‘\\\\mim////
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s, 3
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diangkat menjadi peraturan presiden (Perpres). Bahkan, Perpres No. 88 Tahun
2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan ini
mengembalikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)

sebagai kiblat. Salah satu kegiatan dalam penyelesaian penguasaan tanah




dalam kawasan hutan adalah Inventarisasi dan Venfikasi Penguasaan Tanah
dalam Kawasan Hutan, Kegiatan inventarisasi dan verifikasi di lapangan
dilakukan oleh Tim Inventarisasi dan Verifikasi PTKH, vang dibentuk oleh
Gubernur dan diketuai oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.

Proses penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan hutan (PPTKH)

diawali dengan kegiatan Inwnt Verifikasi Penguasaan Tanah

dalam Kawasan Hutan / ang ber --- pada Peraturan

Pl

seluas +3 335,59 Ha vang tersebar pada 8 (delapan) kecamatan dan 41 (empat

puluh satu) desa’kelurahan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Inver PTKH

berdasarkan  Keputusan Gubernur  Sulawesi  Selatan  Nomor

3117/XIVTAHUN2017 Tanggal 18 Desember 2017.




Hasil akhir dari proses tersebut adalah persetujuan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan atas pola penyelesaian PTKH di Provinsi Sulawesi
Selatan. Penyampaian persetujuan tersebut melalui surat Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor : S.239/MENLHK/SETJEN/PLA 2/4/2019

tanggal 24 April 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan.

ala penyelesaian PTKH pada 6 (enam)

N

Sebagai tindak lanjut dan persetuj /

Majo, Barru, Luwu Utara dan

iy

TR - 5l

yang akan dikeluarkan dari Kawasan hutan sesuai dengan peta persetujuan

perubahan batas Kawasan hutan tanpa melalwi tahapan inventarisasi,

identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga dan pemancangan batas

sementara. Penataan batas Kawasan hutan tersebut mengacu kepada Peraturan




Menteri Kehutanan P 44/Menhut-11/2012 jo. P.62/Menhut-11/2013 tentang
pengukuhan Kawasan hutan serta perubahannya dan Peraturan Direktur
Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor
P.3/PKTL/SETDIT/PLA.2/9/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan

Kawasan Hutan. Penataan batas kawasan hutan hasil inventarisasi dan

verifikasi (Inver) PTKH.

melaksanakan pel / \

s defenitif perubahan

-
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vang akan menjadi obyek penelitian ini adalah:
|. Faktor-faktor Penyebab perubahan lokasi PPTKH pada Peta Indikatif

dengan Peta Hasil Tata Batas TORA pada Kecamatan Tompobulu

Kabupaten Maros.




2. Arahan dan tindak lanjut hasil penataan batas pada lokasi PPTKH pada

Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengidenufikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lokasi




1L TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kawasan Hutan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan, Kawasan hutan adalah wilayah tertentu vang

ditunjuk dan atau ditetapkan gléh Pemerintah untuk dipertahankan

1
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2.2. Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
Dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2018 vang mengatur
tentang Tanah Obyek Reforma Agrania atau dikenal dengan sebutan TORA

merupakan bagian dari Reforma Agrania yang bertujuan untuk memberikan




kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di kawasan hutan
dan menyelesaikan konflik dalam kawasan hutan melalw redistribusi tanah
dan legalisasi aset. Adapun dalam pamanfaatannya, kriteria objek TORA
yang menjadi fokus utama yaitu berupa Pemukiman, Fasilitas Umum

dan/atau Fasilitas Sosial, Lahan Garapan dan Hutan vang dikelola oleh
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kondisinya merupakan ke

dengan fungsi pokok hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.
Penyelesaian Penguasaan tanah dalam kawasan yang dilakukan oleh

pemerintah harus memenuhi kriteria antara lain dikuasai dengan itikad baik,

tidak bersengketa serta diakui kepemilikannya oleh pemenntah setempat




dengan objeknya berupa permukiman, fasilitas umum - fasilitas sosial, lahan
garapan serta hutan vang dikelola masyarakat hukum adat. Pemberian akses
masyarakat kepada sumber daya hutan dilakukan dengan dua mekanisme
yaitu penerbitan iji'hak kelola perhutanan sosial dan penerbitan tanda bukt
hak TORA. Perbedaanya vaitu dengan ijin perhutanan sosial lahan hutan

dapat diakses namun fungsi hutandeiap dijaga. sedangkan dengan TORA

kepemilikan / \
- .anS MU
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a2 L YASS
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(Inver PTKH)
Perpres 88 Tahun 2017 mengamanatkan Prosedur Penyelesaian
Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dilakukan berdasarkan tahapan:

inventanisasi, verifikasi, penetapan pola penyelesaian, penerbitas keputusan




dan penerbitan sertipikal. Sebagai pedoman dalam pelaksanaannya maka
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku ketua
tim percepatan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan
mengeluarkan Permenko nomor 3 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan
tugas tim inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

Adapun tugas Tim Inver PTKH adaléh;

.........

Kawasan Hutan menjelaskan bahwa proses Pengukuhan Kawasan Hutan

memiliki rangkaian kegiatan antara lain Penunjukan Kawasan Hutan,

Penataan Batas Kawasan Hutan dan Penetapan Kawasan Hutan Adapun

Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi pembuatan peta




trayek batas, pemancangan batas sementara, pengumuman hasil pemancangan
batas sementara, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak
ketiga, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas sementara dan
peta lampiran tata batas, pemasangan tanda batas dan pengukuran batas,

pemetaan hasil penataan batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara

n secara reguler dilakukan

raverk Batas Ka SamHul

vvvvv
"""""""""" -l

1. pelaporan kepada Menter.
Namun proses ini mendapatkan pengecualian di Permenko No 3 tahun 2018
sehingga proses penataan batas pada lokasi TORA tanpa melalui tahapan

inventansasi hak-hak pihak ketiga dan pemancangan batas sementara.

19




2.6, Sistem Informasi Geografis (SIG)
Sistem Informasi Geografis merupakan suatu sistem informasi
berbasiskan komputer untuk menyimpan, mengelola dan menganalisis, serta
memanggil data serta peta peta bereferensi geografis. Manfaat dari SIG

adalah memberikan kemudahan kepada para pengguna atau para pengambil

v
\
‘\

[T}
______

pengertian terhadap ketiga unsur-unsur pokok ini akan sangat membantu
dalam memahami SIG. Dengan melihat unsur-unsur pokoknya, maka jelas
SIG merupakan salah satu sistem informasi. SIG merupakan suatu sistem

vang menekankan pada unsur informasi geografi. lstilah “Informasi

11

keputusan untuk menentukan kebijaKsanaan yang akan diambil, khususnya




Geografis” menganding informasi mengenai tempat-tempat yang terletak di
permukaan bumi, pengetahuan mengenai posisi dimana suatu objek terletak
di permukaan bumi. dan informasi mengenai keterangan-keterangan (atribut)
yang terdapat di permukaan bumi yang posisinva diberi kan atau diketahui
(Koko Mukti Wibowo dkk, 2015).

Dengan

memungkinkan data spasial untuk dipanggil, diedit, dan diperbaharui.
¢ SIG memiliki subsistem manipulasi dan analisis data yang menyajikan
peran data, pengelompokan dan pemisahan, estimasi parameter dan

hambatan, serta fungsi permodelan.

12




d. SIG mempunyai subsistem pelaporan yang menyajikan seluruh atau
sebagian dari basis data dalam bentuk tabel, grafis dan peta

2.7. Kerangka Pikir
Kerangka fikir merupakan acuan konsep teon yang saling berhubungan

satu sama lain terhadap berbagai fktor yang telah diidentifikasi sebagai

-\
// e LD \\\\\

//' A
‘\

Selatan.
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Perpres 88 tahun 2017

L ]
Permenke no 3 tahun 2018

¥ : - '
Rekomendas Persetujuan PPTRH
Pelaksanaan Inver PPTKH Gubermur || oleh Menteri KLHK

‘ l
Pelaksanaan
Tata Batas

Peta Indikati

berada dalam Kawasan Hutan

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian
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1. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat
Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 dengan
lokasi penelitian berada pada locus areal persetujuan TORA oleh Menten

Lﬂ'lgku.ﬂgﬂﬂ Hldup dﬂn Ke ANAD amata Tumpnbulu Kah. MH]'US

3.2. Alat dan Bahan

gl =i 1

ol P\S M UHA A
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Iy Peta Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah
Obyek Reforma Agraria Revisi ] Skala 1 : 250,000 (Keputusan

Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3154/

15




MENLHK-PKTL/KUH/PLA 2/5/2018 tanggal 18 Mei 2018);

2) Peta Hasil Penataan Batas Definitif Kawasan Hutan Lindung, Hutan
Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas Pada Kelompok Hutan
Bulusaraung, Camba, Pangkalaeng, Pao Utara, Rumbua, Bulu Pangi,

Bulu Bualo dan Kelo Hutan Ulu Bila dalam rangka

Penyelesaian Peng /\

1 Kawasan Hutan (PPTKH)

\\% BT Skaia l_lﬂ_ﬂi}ﬂ
/r 11

LITINT LU R

Kecamatan Tompobulu. Metode penelitian dilakukan dengan melakukan
ovelay kedua data tersebut. Setelah melakukan ovelay data, maka selanjutnya
dilakukan perbandingan dari kedua data tersebut selanjutnya dilakukan
identifikasi faktor-faktor penyebab perbedaan kedua data. Hingga pada

16




34

~akhimya menentukan arahan dan tindak lanjut terhadap proses penyelesaian

tanah masyarakat yang masih berada di dalam kawasan hutan.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatf yaitu suatu metode
pendekatan penelitian yang banyak menggunakan angka-angka, mulai dari
mengumpulkan data, penafsiran terhadap data yang diperoleh. serta
ara Umum penelitian kunatitatif

pemaparan hasilnya. Arikunto (2042h.
'(P‘S MUHAM

\\\\\\ll' ,////

Primer dan Data Sekunder,

1) Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh pada lokasi penelitian

untuk dijadikan sebagai pembanding berupa titik koordinat beberapa

WILIK PERPUSTAKAAR
UNISMUH MAKASSAR




locus TORA di Kecamatan Tompobulu vang diambil dengan
menggunakan GPS.
2) Data Sekunder
Data sekunder dalam analisa ini digunakan sebagai
pembanding berupa data shapefile (.shp) vang kemudian akan diolah

dalam aplikasi ArcGIS antafa lain data locus TORA pada lampiran

......
.............

1) Melakukan Desk Analysis terhadap Locus TORA pada Kecamatan
Tompobulu Kabupaten Maros dengan Melakukan Overlay Peta
Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penvediaan Sumber Tanah Obyek

Reforma Agraria Revisi 11 Skala 1 : 250.000 dengan Peta Hasil

18




Penataan Batas Definitif Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi
Tetap dan Hutan Produksi Terbatas Pada Kelompok Hutan
Bulusaraung, Camba, Pangkalaeng, Pao Utara, Rumbua, Bulu Pangi,

Bulu Bualo dan Kelompok Hutan Ulu Bila dalam rangka

Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH)

SN D
........

' ://'///';:‘..-.13\\\

e A NG U
P

mengenai penyebab berbedaan lokasi TORA di Kecamatan Tompobulu
Kabupaten Maros yang ada pada Peta Indikatif dengan Peta Hasil Tata Batas
pada software ArcGIS, Dan juga menganalisis proses vang terjadi mulai dari

kegiatan Inver Hingga pada pelaksanaan tata batas itu sendiri. Analisis data

19




akan diperdalam pada saat telah dilakukan pengambilan sampel dan
dokumentasi gambaran keadaan lapangan. Adapun analisa yang dika)i dalam
penelitian ini yaitu:

1) Analisa perbedaan lokasi TORA, hal ini dilakukan untuk mendapatkan

perbedaan luasan dan dua data utama yang menjadi subjek penelitian ini,

"“U dans J
Il: )\\\

/v '4|v N\ g

Setelah 1tu akan ditarik kesimpulan mengenai perbedaan yang terjadi.
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IV. KEADAAN UMUM LOKASI

4.1. Keadaan Fisik Wilayah
4.1.1. Letak dan Luas
Secara geografis, wilavah Kecamatan Tompobulu Kabupaten
Maros terletak antara 5°3°402.5°12°44" Lintang Selatan dan antara

119°36°54" - ; LT denpgan luas “'Llﬂ:}'ﬂh sekitar

N

\\\\\ i 'I////

\\ - ,,,

:: ;
e

///Iluu“\\\\

| \

/// &Jwg

2]




Tabel 1. Luas wilayah desa di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros

Persentase terhadap luas
Luas .
Kecamatan Desa/ Status - vedmong Area Of
District Kelurahan DK i ) Kecamatan | Kabupaten/Kota
rea .
District Regency
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Benteng Gajah D 24,03 835 1,48
Pucak N 17,76 6,17 1,1
5,68
2.81

N
Wuitillh,

\ o
NN\ -*\A\y

.

utan di Wilayah
Provinsi Dati | Sulawesi Selatan Sebagai Kawasan Hutan Pada
Tanggal 1 April 1999 terbit SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat |

Sulawesi Selatan Nomor @ 276/IV/1976 tentang Penetapan Hasil

Paduserasi Antara Tata Ruang Wilayah Dengan Tata Guna Hutan

Kesepakatan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Di tahun



4.2, Kes

yang sama ferbit Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
Nomor : 890/Kpts-1/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang
Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.
Pada tanggal 23 Juli 2009 terbit Keputusan Mentenn Kehutanan Rl
Nomor ; SK. 434/Menhut-11/2009 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan

dan Konservasi Perairan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan

5

e,
‘.,

2,00
VAT
» T

o

\

terbanyak berada pada Desa Tompobulu sebanvak 3.665 jiwa dan
terkecil 1.291 jiwa berada pada Desa Benteng Gajah, dengan Jumlah
Rumah Tangga sebanyak 3.447 dengan kepadatan penduduk sebesar

559 jiwa/km2, mayoritas warganya berasal dan SukwEmis Bugis-

23




Makassar.

Mayoritas penduduk Kecamatan Tompobulu memeluk Agama
Islam dengan jumiah 15488 jiwa, selebihnya pemeluk Agama
Protestan sebanyak 19 jiwa. Jumlah sarana ibadah adalah Mesjid
sebanyak 37 buah, Langgar/SurawMusallah 10 buah dan Gereja
sebanyak | buah.

A
L =T
pobulu T

\)

"/‘,I-'

Yo My The
s A

o Rt

7. Bonto Manurung 676 17 1393
8. Bonto Somba 696 653 1349
Jumlah 7637 7870 15507

Sumber ; BPS (Kecamatan Tompobulu Dalam Angka 2019)
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4.2.2. Pendidikan
Peranan sektor pendidikan bagi suatu bangsa sangat menentukan,

dalam rangka mencapai kemajuan disemua bidang kehidupan,
utamanya peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Keberadaan sekolah

merupakan hal penting bagi penduduk untuk memperoleh pendidikan

Makassar atau ke Kecamatan tetangga yaitu Kecamatan Mandai serta
Kecamatan Turikale. Karena keberadaan Perguruan Tinggi/Universitas

di Kecamatan Tompobulu belum tersedia.



4.2.3. Pertanian

Sektor pertanian khususnva padi sawah masih menjadi mata

pencaharian utama bagi penduduk di Kecamatan Tompobulu. Dari luas

kecamatan Tompobulu seluas 287,66 KM2 terdiri dari lahan sawah

vang dan lahan bukan sawah. Lahan sawah vang diusahakan untuk

6. Bonto Mating - - 147,00 147,00
7. Bonto Manurung - 134,75 134,75
8. Bonto Somba - - 262,00 262,00

Jumlah 520,00 | 402,30 1580,95 2503,25

Sumber : BPS (Kecamatan Tompobulu Dalam Angka 2019)
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Selain lahan yang diusahakan untuk pertanian terdapat 2.192 46
ha digunakan sebagai perumahan/pemukiman, 62,04 ha industri/
kantor/pertokoan 2,0841 ha lainnya,

Sumber protein yang utama bagi manusia berasal dari protein
hewani termasuk ikan, Keberhasilan sub sektor peternakan dapat dilihat

melalu lndlkﬂtﬂrmjk MU




V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelinan ini dilakukan dengan membandingkan Peta Alokasi
Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria Revisi
11 Skala 1 : 250.000 (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
SK.3154/MENLHK-PK TL/KUH/PLA 2/5/2018 tanggal 18 Mei 2018) dengan Peta

|||||||||
\\\\\

Al

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Lokasi PPTKH pada
Peta Indikatif dengan Peta Hasil Tata Batas TORA

5.1.1. Pemukiman di luar Peta Indikatif

Peta Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah

Obyek Reforma Agraria Revisi 11 Skala 1 @ 250.000 ( Lampiran

28




Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
SK.3154/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018  tanggal 18 Mei
2018) merupakan peta vang dibuat dengan interpretasi citra dan
tutupan lahan untuk menentukan lokasi-lokasi dalam kawasan hutan

yang penampakannya terdapat pengelolaan dan kepemilikan

mengungkapkan luas permukiman masyarakat dalam hal ini berupa
rumah dan pekarangannya serta fasum fasos di Kecamatan

Tompobulu yang belum masuk dalam peta indikatif adalah seluas +

48,66 Ha.
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5.1.2. Perubahan Base Kawasan Hutan
Peta Indikatif TORA Revisi II di Kecamatan Tompobulu
tersebar di 8 (delapan) desa yang pada awal terbitnya memiliki luas
sebesar +2.252,76 ha dan setelah terbitnya Peta Perubahan Peruntukan
Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi

Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi

slawesi Selatan skala 1 : 250.000

\‘»- idup dan Kehutanan

Kawasan Hutan di_Pfovi

B 148

~— v “, v :::’> \<
A N

¥

L;’"‘fl —y \'-‘li'-i'

- T e N -
' ////‘nm-*\'l\\
4 '! " \‘~

Bontomatir i ;4

Bontosomba

Pucak 107,85 13,27
Toddolimae 54,81 29,71
Tompobulu 238,08 89.55
Luas TOTAL 2.252,76 1.263.89

Sumber : hasil analisa data sekunder, 2022




Dari tabel 4 diketahui luas lokasi indikatif revisi 11 yang
mengalami perubahan peruntukan mejadi bukan kawasan hutan seluas
+ 988,87 ha dimana lokasi tersebut dalam perjalanannya tidak lagi di

proses dalam mekanisme TORA sedangkan lokasi indikatif yang

masih berada dalam kawasan hutan selanjutnya diproses sesuai

nomor: 522.8413/Dishut tanggal 10 Desember 2018 perihal
Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Kabupaten
Maros Provinsi  Sulawesi Selatan, rekomendasi penyelesaian

penguasaan tanah yang masih berada di dalam kawasan hutan

3




berdasarkan  SK.362/MENLHK/SETIEN/PLA.0/5/2019  adalah
sebagai berikut:.

Tabel 5. Luas Rekomendasi Gubernur dalam rangka Penyelesaian
Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Kecamatan

Tompobulu
REKOMENDASI GUBERNUR (Ha)
DESA Perhutanan | Perubahan Tanpa LUAS
Sosial Rekomendas | TOTAL
BENTENG GAJAH 13,33 17,18
BONTOMANAI : 430,05 570,62
BONTOMANURLING 16 81.42 492,91

BONTOMATINGGI

A K
e

4

_________

5.1.4.
Penyelesaian Penguasaan Tanah

Dalam Kawasan Hutan usulan Rekomendasi Gubernur selanjutnya
diteruskan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk
selanjutnya dilakukan penatan batas oleh Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah VII Makassar. Terhadap usulan rekomendasi
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Gubernur ditindaklanjuti oleh Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dengan mengeluarkan Surat Nomor
$.239/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2019 tanggal 22 April 2019 perihal
Persetujuan Pola Pnyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan
Hutan.

Dalam surat tersebut®tdak semua usulan Gubernur disetujui

.

chutanan, Adapun luas usulan

el Lingkungan Hidup dan

/ e 25 MUK A 117\'""
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vang direkomendasikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan untuk
dikeluarkan dari kawasan hutan, tidak disetujui oleh Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun lokasi tersebut berada di
dalam Kawasan Hutan Konservasi (Taman Nasional Bantimurung

Bulusaraung).
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5.1.5. Pelaksanaan Tata Batas
Persetujuan Perubahan Batas Oleh Menten Lingkungan Hidup
dan Kehutanan selanjutnya ditindak lanjuti oleh Balai Pemantapan

Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar untuk dilakukan penataan

batas, adapun dalam prosesnya terdapat in our kawasan.

Kawasan Hutan (PPTKH) Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi
Selatan Skala 1:10.000 (Lampiran Berita Acara Tata Batas Kawasan

Hutan tanggal 12 Desember 2019) mengalami beberapa perubahan,
terhadap lokasi yang hasil tata batas lebih besar dari Persetujuan




Menteri dianggap mengakomodir lokasi masyarakat di lapangan hal
ini tentunya akan memberikan ruang lebih kepada masyarakat yang
memiliki mata pencaharian di dalam kawasan hutan, namun pada
Desa Bontomatinggi luas hasil tata batasnya menjadi berkurang hal
ini dikarenakan lokasi TORA tersebut di selesaikan melalui

mekanisme Tata Batas Reguler hasil Review Tata Ruang sehingga

tidak akan berdam

beberapa lokasi
indikatif TORA tidak lagi berada dalam kawasan hutan sehingga lokasi
tersebut tidak diproses dalam skema PPTKH.
Hasil Inventarisasi dan Verifikasi lokasi TORA yang dilakukan oleh Tim

Inver PTKH dituangkan dalam surat rekomendasi Gubernur dimana

i5




rekomendasi penyelesaiannya dilakukan dengan Perubahan Batas,
Perhutanan Sosial dan Tanpa Rekomendasi. Untuk lokasi yang diproses
pada tahap tata batas, rekomendasinya harus berupa perubahan batas.

4. Tidak semua rekomendasi perubahan batas vang diusulkan oleh

Gubernur disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

L
;,;(ASS4 @‘?

\\\a‘“,'r/// ‘ |
\\ \”‘X /'"// q -

0/

Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut,
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Tabel 8. Jenis dokumen penguasaan pemilik tanah yang tidak mendapatkan
persetujuan perubahan batas oleh Menteri LHK

Jenis Penguasaan dests Dokumen pengnaanan.
Tanah Sertifikat | PBB | Ldakada | Jumlah
Dokumen
Sawah - 5 | 6
Rumah - - - -
Kebun - - - -

Sumber : data primer setelah diolah, 2022

narasumber rata-rata tidak mengetahui pasti sejak kapan sawah mereka
pertama kali dibuka untuk di garap, namun dengan memberikan gambaran
sebelum atau sesudah tahun 1982 diperoleh data sebanyak 5 orang

membenkan keterangan bahwa sawah mereka telah digarap sebelum

MILIK PERPUSTAKAAN
UNISWUH MAKASSAR |7




Penunjukan Kawasan Hutan dan 1 orang memberikan keterangan bahwa
tanahnya baru dibuka setelah penunjukan kawasan hutan.

“sawah lama ini dek, ndak tau ka sejak kapan ini sawah digarap ka
sebelum saya bapakku sudah na garap memang mi, pernah juga kudengan
bapakku bilung kalo ini sawah ada memang mi sebelum merdeka Indonesia. "

(jawab baharuddin, salah seors emilik sawah yang berada di dalam

Kawasan Taman Nasional Ban : saraung. 12 Agustus 2022),

Bidang Perekonomian

MUk N

AVNEIE

Tompobulu Kabupaten Maros, yang mana beberapa bidang tanah yang

seharusnya di keluarkan dari kawasan hutan lewat perubahan batas tidak

ditindak lanjuti sehingga belum dapat memberikan kepastian hukum kepada

masyarakat vang menggarap tanah dalam kawasan hutan.




Adapun arahan dan tindak lanjut terhadap hasil penataan batas lokasi
PPTKH di kecamata Tompobulu Kabupaten Maros terkhusus pada lokasi
yang berada di dalam kawasan hutan Konservasi yang tidak mendapat

persetujuan perubahan batas oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

lokasi tersebut perlu diusulkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan
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VL. PENUTUP
6.1. Kesimpulan
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lokasi PPTKH pada peta
Indikatif dengan Peta Hasil Tata Batas TORA antara lain.
a. Beberapa lokasi yang ber

a permukiman namun berada di luar peta
indikatif revisi /\ proses Penyelesaian Penguasaan

nenyebabkan luas hasil

—

FE N T
AT 5

SK.362 tahun
ORA tidak lagi
berada dalam kawasan hutan sehingga lokasi tersebut tidak diproses

dalam skema PPTKH.

d. Tidak semua rekomendasi perubahan batas yang diusulkan oleh

Gubernur disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.




e. Pelaksanaan Tata Batas yang dilakukan terhadap lokasi vyang
mendapat Persetujuan Perubahan Batas oleh Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan dalam prosesnya pemasangan pal dilakukan

dengan memperhatikan batas kepemilikan masyarakat sehingga
terdapat in-out dalam hasil pelaksanaannya

rentan waktu penguasaan, masyarakat sekitar telah melakukan aktivitas
sebelum penunjukan kawasan hutan yang mana sesuai juknis PPTKH lokasi
tersebut seharusnyva diselesaikan dengan Rekomendasi Perubahan Batas
sehingga masyarakat dapat memiliki hak atas tanah mereka.
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Oleh karnanya diharapkan adanya sosialisasi kepada masyarakat
mengenai tindak lanjut penyelesaian kepemilikan tanah masyarakat yang
berada di dalam kawasan hutan konservasi vang telah dikelola sebelum
penunjukan kawasan hutan dan perlu adanya peran pemerintah desa untuk
megusulkan lokasi tersebut kepada Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan untuk mendapatkan petubahan batas dengan tetap berpedoman

pada PermenLHK Nomo e-‘/\’u :ntang Perencanaan Kehutanan,
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